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Kebijakan Kriminal Perlindungan Sosial dan
Pencegahan Kejahatan Harta Benda
Dampak Covid-19

= SLAMET HARYADI

Pendahuluan

Penyebaran pandemi Coronavirus disease 2019 (Covid-19) telah men-
jungkirbalikan tatanan kehidupan sosial masyarakat Indonesia dari kehi-
dupan normal, menjadi tidak normal, World Healt Organization (WHO)'*2
mengungkap, orang tertular virus Corona, penyebarannya sangat cepat
dan berbahaya, melalui cipratan bersin atau batuk terhirup oleh orang
yang berdekatan langsung terinfeksi. Menjaga jarak (sosial distancing) ada-
lah cara yang ampuh menghindari penularan virus ini, karena belum ada
obatnya.'*?

Upaya mencegah penularan virus Corona, kenyataannya berimpli-
kasi pada aktivitas kehidupan sosial. Sektor perekonomian yang menjadi
tumpuan kehidupan masyarakat berhenti operasional. Menurut Sutrisno
Irwantono, perkiraan bulan Juli perusahaan banyak yang gulung tikar.'**

Dampak Covid-19 telah tersebar ke-34 provinsi dan 387 kabupaten/
kota di Indonesia.'"® Secara nasional diperkirakan ada 2.084.593 orang
pekerja formal dari 116.370 perusahaan dikenai PHK dan dirumahkan, 4

ben) Ml;;ld"ﬂ Bola & Ro;riﬂnbrayamo‘ “Korelast Putusan hakim tingkat pertama, ingkat banding, dan ting-
kat kasasi (Suatu Studi tentang Aliran Pemikiran Hukum)™. Hasanuddin law review, vol 1(1), (2015). blm. 40.

' WHO Regional Office for Eurepe . Novel corenavirus outhreak in Ching - What dees it mean for Eu-
rope?, 24 Januvarn 2020

4 CNBC Indonesia, WHO (30/3/2020). Calal. Int Cara Penyebaran Virus Corona 30 March 2020. Diakses
1 Mei 2020

 Liputan 6.com, Bonyak Perusaohaan Guiung Tikar Jub 2020, 8 April 2020 Diakses 1 Mej 2020,
 Idn Time Bardern, Ini 5 Prapinsi dengan Kasus Posdiv Virus Corena Terbanyak, 18 Mei 2020 Diakses
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Adapun pekerja informal sekitar 282.000." Kondisi itu berinterelasj
dengan 38.822, narapidana dan anak di Indonesia, yang dikeluarkan darj
Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negaran berdasarkan

kebijakan Kementerian Hukum dan HAM.'®
Terbukti di berbagai daerah di Indonesia, sudah banyak narapidana

yang dibebaskan, tertangkap melakukan kejahatan kembali, seperti terja-
di di Surabaya mereka melakukan penjambretan, di Semarang mengedar-
kan narkotika, di Kalimantan Timur melakukan pencurian kendaraan ber-

motor. Di Bali kembali mengedarkan narkotika jenis ganja,'®
Berdasarkan paparan di atas, paper ini berusaha merumuskan tindak-
an non penal untuk menyusun kebijakan kriminal yang rasional, terpadu
dengan penguatan partisipasi publik dalam melindungi masyarakat dan
penanggulangan kejahatan dampak negatif penanganan Covid-19.

Permasalahan

Permasalahan pokok yang hendak diurai dan dibahas dalam paper ini
adalah bagaimanakah kebijakan kriminal perlindungan sosial dan pence-
gahan kejahatan di tengah Covid-19?

Alasan Teoretik

Kekhawatiran akan timbulnya kerusuhan dan meningkatnya kejahat-
an dampak negatif Covid-19 di berbagal kota di Indonesia, menjadi titik
rujukan kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan dengan si-
fatnya yang melekat pada individu dan masyarakat.'

Salah satunya aliran kriminologi yang populer Chicago school menga-
takan, bahwa kondisi masyarakat kelas bawah mengarah pada budaya ke-
kerasan yang menyebabkan terjadinya berbagai kejahatan.'® Pandangan
kriminologis tersebut memperkuat pengertian kejahatan Emile Durkheim,
yang menegaskan kejahatan adalah sebagai masalah sosial, kejahatan

25 Mei 2020.
1w Kampas.com, Dampak Covid-19, Menaker, Lebih 2 Juta Pekerja di PHK dan Dirumahkan. 24 Apnl 2020.

Diakses tanggal 3 Juni 2020,
14 Beritasatu.com, Kini, Ada 2,8 Juta Pekerja Terdampak Covid-19, 13 April 2020,

4 Media Indanesia, Sudah 38.822 Napi dan Anak Dikeluarken dari Lapas, 20 April 2020.Diakses tanggal

26 Mei 2020.
1 \news id, Nekat Lakukan Tindak Kejahatan, 13 Napi yang Baru Bebas Kembali Ditangkap, 17 April

2020,
1 Kriminologi dengan basis disiplin sosiologi, teori sosial, psikologi, dan sejarah mengajukan berbagai

pertanyaan tentang pola kriminalitas dan konstruksi sosialnya, bersama dengan kondisi ekonomi, palitik,

dan sosial yang ada,
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berada dalam konteks sosial, yakni kejahatan sebagai produk sosi

al, di-
tentukan oleh kondisi sosial, mampu dikendalikan hanya dalam hal .
sial.'52

Ada interrelasi (saling keterkaitan) antara kebijakan keselamatan dan
kebijakan sosial, 153 Dengan demikian kebijakan kriminal dimaksud secara
rasional meliputi seperangkat kriteria (politik) untuk menangani masalah
kejahatan.'™ Dengan mengidentifikasi pola dan metode serta pengaruh
hukum pidana pada kejahatan untuk tujuan menurunkan dan mengurangi
efek negatifnya dalam proses-proses sosial,!%%

Patrik Tornudd, dalam Koukoaromaa,!56 kebijakan kriminal sebagai
sarana kontrol memiliki tujuan a) meminimalkan biaya sosial kejahatan,
b) meminimalkan biaya pengendalian kejahatan, ¢) mendistribusikan bia-
ya, dan d) melakukan dengan cara yang adil.

Merujuk pada data statistik kriminal penanggulangan kejahatan di
Belanda (1980), konsep keselamatan masyarakat menjadi tema sosial pe-
nanggulangan kejahatan saat itu. Alasan merumuskan kebijakan kesela-
matan saat itu yaitu, (1) peningkatan kejahatan, (2) peningkatan perhatian
bagi korban, dan (3) legitimasi pemerintah,'s”

Relevan dengan situasi dan kondisi bangsa saat ini, dampak Covid-19
ancaman yang membahayakan. Tuntutan ekonomi dan kebutuhan hidup
melahirkan kejahatan harta benda menjadi sumber utama meningkatnya
kejahatan-kejahatan lain, seperti kekerasan dalam rumah tangga, penye-
lundupan narkoba, perdagangan anak, prostitusi, penipuan, penggelapan
dan lain sebagainya serta anti pemerintah.

Meskipun sumber daya keamanan ditingkatkan, teknologi diperkuat
untuk melindungi keamanan masyarakat. Tetapi akar masalah sosialnya
tidak terurai, hal tersebut tidak mengurangi tingkat ancaman kepada ma-

syarakat,

Untuk itu, paper ini berusaha memberikan masukan kepada pemerin-

2 Stan C. Weeber, McNeese, Durkheim On Crime And Societal Development: The Durkheimlan School
Of Comparative Criminology Reconsidered. Free inquiry In Creative Sociology Volume 32 No. 1 May 2004.

11 Thorolfur Thorlindsson and Jén Gunnar Bernburg, Durkheim's Theory of Sosial Order and Deviance:
a Multi-level Test. European Sociological Review Vol. 20 Number 4; Oxford University Press 2004. him.
271-285. ‘ ' il

' Hans Boutellier, The convergence of sosial policy and criminal justice, European Journal on Crimina
Policy and Research 9: 361~380, 2001. . ‘ o

|~,Ypenny Green, Andrew Rotherford, 2000, Editor, Criminal Pollcy in Transtion, Oxford:Hant Publishing,
him.222. ‘ -

.“ Andrejs Vilks, "Criminal Policy as a Basis for the Sustainable Development or Public Security”, US-
Review, July 2019, Vol. 16, Na. 7, 293-301. » » B .

Chf?’akl;:;:o:romaa R:sponsible Criminal Palicy 7 Crime and Criminal Policy. Kriminologijos Studijos 2014/
1155N 2351-6097,

- 7
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tah, di dalam penyusunan kebijakan perlindungan sosial dan pencegahap,
kejahatan mengedepankan partisipasi dan keterlibatan masyarakat se.
hingga memperkuat pada dukungan implementatif program, dan kegiatan
perlindungan masyarakat menuju tatanan sosial new normal. '

KKebijakan Kriminal Perlindungan Masyarakat

Dalam banyak undang-undang kata perlindungan sering digunakan,
antara lainnya undang-undang konsumen, anak, pekerja migran Indone-
sia.'® Secara hukum kata perlindungan tersebut menunjuk kepada badan-
badan resmi yang mempunyai otoritas untuk melindungi seseorang atdu
kelompok orang tertentu,

Sebaliknya istilah perlindungan sosial dalam paper ini sebagai suatu
pendekatan kebijakan mencegah, dan mengatasi risiko serta kerentanan
individu, rumah tangga dan masyarakat,'® dengan meningkatkan kapa-
sitas untuk melindungi diri terhadap bahaya dan gangguan/kehilangan
pendapatan.'®!

Kebijakan perlindungan sosial lebih mempromosikan keadilan sosial
dan hak asasi manusia untuk terpenuhinya jaminan sosial warga masyara-
kat.'?* Di Indonesia nilai-nilai luhur Pancasila menjadi asas perlindung- ;’
an sosial, seperti kesetiakawanan dan gotong royong.'¢® Tecermin dalam ’
tindakan sosial warga untuk saling tolong-menolong dan saling melindu-
ngi dalam berbagai hal termasuk terdampak Covid-19, pengangguran, ke-
hilangan pekerjaan,'® bahkan kejahatan. ,:

Konsep perlindungan sosial ini berbeda dengan konsep yang didefi- |
nisikan pemerintah dengan jaring pengaman sosial atau jaminan sosial
semata.'®® Konsep ini menjangkau secara nyata kehidupan masyarakat,

1** Hans Boutllier, Ibid.

1 istilah normal haru (new normal) diciptakan pada awal 2009 di PIMCO dalam rangka memperingat-
kan pelaku ekonomi pasar akan kebijakan ekonomiindustri pascakrisis. A, Mohammed A. E\ Erian, 2010, The
New Normal in Industrial Countries, Washington DC:Per Jacobson Fondation, Dalam konteks pandemi ca-
vid saat ini, frasa new normal lebih merujuk pada perubahan perilaku manusia setelah pandemi. Tek,id,
Istilah New Normal sudah dipakai sejak tahun 2607 Selasa, 26 Mel 2020. Diakses tanggal 30 Mei 2020.

¥ U No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 35 Tahun 2014 perubahan atas UU
No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pekerja Migran Indonesia

W Andrew Sheperd, Policy Paper and Social Protection.2014 him 8. hitps//www.researchgate net/publi
cation/237433475. Diakses 3 Juni 2020.

12 ADB, Sosial Protection, Asian Development Bank, 2003, him, 1.

141 |LO, World Social Prolection Repart 2017-19 Universal social protection to achieve the Sustainable
Development Goals, (Genewa: llo, 2007), hlm. 2.

4 Tulus Th. Tambunan, Bambang Purwoko, 2002, Social Protection in Indonesia, dalam Erfried Adam;
Michael von Haull,; Marei, John, (Eds), Social Protection in Southeast Asia and East Asia, Bonn: FES him
28-29.

15 A Honilla Garcla, JV. Gruat, Sosial Protection A Life Cycle Continuum Investraent For Sosial Justice,
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Masjid sebagai tempat ibadz o

_ JE darl dal lp ah, mempunyai peran yang strategis dan
qulti fungsi dari dahulu hingga sekarang. Masjid telah menjadi bagi
integral identitas kebudayaan maupun politik kaum muslim A0

Tempat lbiadah, terutama Ma'sjid, mempunyai banyak fungsi, selain
rempat sholat adalah (1) tempat diskusi berbagai hal, ekonomi, sosial, bu-
daya, (2) tempat belajar, (5) tempat menyantuni, (6) tempat berolah raga,
(7) tempat pengobatan, (8) tempat silaturahim (8) tempat perdamaian
dan mengadili sengketa, (10) pusat dakwah dan studi Islam.'®®

Dengan kata lain, masjid sejak semula menjadi ruang terbuka bagi
pembicaraan dan pembahasan semua persoalan ke-umat-an. Mulai per-
soalan rumah tangga hingga persoalan negara bisa dibahas di masjid.'*”

Penyusunan kebijakan penting mempertimbangkan fungsi sosial mas-

Poverty Reduction And Sustainable Development, JLO. Geneva, 2003.

16 Skema besar kebijakan perlindungan sosial pemerintah ditujukan pada meningkatkan kinerja penar-
getan portofolio bantuan sosial seperti; (1) Bantuan beras untuk keluarga miskin; (2) Bantuan pendlldik.an
untuk anak-anak miskin; (3) Program bantuan keluarga harapan (PKH); dan (4) Program bantuan jamin-
an kesehatan untuk orang miskin dan berisiko. TNP2K, The Future Of The Soslal Protection System In In-
donesia: Sosial Protection For All, (Jakarta: TNPZK, 2018), him. 1. O

 Krisis 1997 merupakan contoh nyata, pemerintah melalui strukturnya berusaha melaksamknr}.,?;‘:n'g
pengaman sosial, antara lainnya program ketahanan pangan (operas pasar terbuka be’::)" L‘:{“‘a')‘ d:;:
(IPS beasiswa miskin), kesehatan (kartu sehat), penciptaan lapangan kerja (program pa ya)

pemberdayaan masyarakat.
" Kabijakan pemerintah bersifa
syarakat cuma dianggap penerima

rakat berkebutuhan khusus. Edi Suharto, penerapan Ke . i ada Focused Group
ngan Kebutuhan Khusus Pengalaman pepartemen sosial, makalah disampaikan p

i with special Needs) pada
Discussion (FGD) *Kajian Penerapan pelayanan Khusus (Service l(:}fuﬁl‘:s::):::ruo:gm g.w L el puck
Sektor Pelayanan Publik, Lembaga Administrasi Negara. Sahira B B endekata A etial (e
Rachmat Alyakin Dachi, Proses dan Analisis Kebijakan Kesehatan,

yakarta: Deepublish, 2017), him. 10
' Quraisy Shyhab, wawasan Al-Qur'an. (B

{ narmatil, tidak rasponsif terhadap hak-hak stial masyara_kat Ma-
n t;llkall aktor yang terlibat dalam kebljakap, apalagi masyn-
e bijakan Pelayanan publik Bagi Masyarakat De-

andung Mizan. 1006), him 462
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ersebut menginga! l“*”""““’iiid sekarang ini 1o,
1,ﬂgm—mm yang memadai dengan kepengurusan "\h Memiliki gy,
o n melakszmak:\n ketaatan kepada Allafl Sw; d?'“ns: memilik kqt\“‘:
a. yntuk itu tempat ibadah, masjid, gerejq. kdtill kasih sayang pad;,

'kc en qrusan yans S‘Chﬂl lzhm melayani serty s‘a’rm:la :::::::&ng de“i}an
msib“gi wargd mnt.vy:\ra at tanpa membeda-bedakan Stat( dl. menjady
i L pengan kata lain masjid mempunyaj fungsi perlindy us dan g.()\(mg_
W fasjid dengan pengurusnya sebagai bagian dari sx‘lrl])?:]‘: ;(Z:;Lk
aKan

il asi yang sangat me i

iliki popuhsw gat memadai dan rel

mem anrelevan untuk menan '
ggulangi

Jan mencegah masyarakat terdampak bencana dan wabah Covid. M
' 1d, Masjid

repat menjadi pusa’ Pelayal\an terpadu perlindungan sosial secara hi
s rerdapat masjid besar nasional (Istiqlal), masjid besar provi 1e.-
é nsi,

dan masjid besar kabupaten/kota, dan masjid besar di kelurahan d

i d-masjid pesarnya di lingkungan kelurahan dan rukun war r;n(}gx) mas-
regis dilibatkan pemerintah dengan memberikan kepercaYaa%\ tokohma-
ma yang dijadikan panutan masyarakat sebagai koordinator satuan taga-
di level dan tempatnya masing-masing. § ugas

Tempat ibadah seperti masjid dalam situasi Covid seperti sekarang
mestinya ti

dak diartikan tempat berkerumun ibadah ritual semata, apalagi
ditakuti sebagai tempat penyebaran virus Corona, Sejarah masjid sejak

,aman Nabi Muhammad saw. hingga sekarang, eksistensi sosialnya lebih

menonjol sebagai tempat berbagai aktivitas pembangunan kemanusiaan

dan ikatan sosial dibandingkan sekadar sebagai tempat sholat. Oleh Roy

Murtadho, masjid menjadi penghubung antara manusi

a dan Tuhan serta
manusia dan manusia.!”?

Berdasar fakta sejarah tersebut, maka menghadapi wabah Covid-19
justru fungsi masjid harus dioptimalkan menjadi pusat gerakan perlin-
dungan sosial yang terpadu dengan pelayanan yang terukur dan tepat
sasaran. Pengurus masjid besar di tingkat pusat seperti Istiglal, provinsi
dengan masjid besarnya, termasuk knbupnten/kota hingga masjid keca-
matan, kelurahan/desa dapat difungsikan dan diberdayakan untuk me-
lakukan berbagai hal di antaranya: (2) koordinasi dan ginkronisasi data
populasi terdampak, keluargd, individu, dan masyarakat; (b) penetapan
satuan tugas dan ofektivitas pelayanan program kebijakan; ('c) respons ke-
percayaan masyarakat rerhadap legitimasi PL‘!“Cl'i“‘m\l mt’“"‘ﬂ“‘f‘-‘ .

Dengan penguatan fungsi masjid sebagal pcr\mdt'mgun sosn;x( ‘i(f(t\l\;\‘
hierarkihi, terpaduy, tingkat nasional dan daerah, sesual dengan ekspekta:

——

? 994), him. 322
" §idi Gazalba, Mesjid pusat ibadat dan Kebudayaan 1slam (Jakarta pustaka al Husna, 1994)

m ihid, him. 463
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'|]lim’ mdh} ll‘dkd( tLl(ldlll])dk l:il)};},’lm}l (Qri-"n l
! .
Jamahn Program pe

|
N ~a kecurangan at 1
Pk Ja kecurangan atau penyimpangap dalam pel
¢ elayanan .
yanan program,

@l 1‘L‘ﬂi“gkat‘nw partisipasi masyarakat o l
. 1'\ E o BNEH IO fartt itk keluar dari keadaan yan
mcl“ 1_ . Jawa Tengah tel; Jadinya kejahatan, 7 ;
ot insi ' gah telah mempraktikan ini den .
Masjid [)ar‘"’“l‘“‘_‘ lSul:lApd]ng hm‘a sebagai pusat ba"tuang?;; menjadikan
erlimluﬂic{nll Soqll:;l ’ f:s flpun implementasinya belum se :t!)elilyana.n
garapk Mab}llcl -tmfldﬂ(?pa“ﬂm“ dari pemahaman tempZt rk:: s
i orang melaksanaxan l|)ﬂd{\|1 ritual semata kepada sejati e
[cmp‘“ pcnguatzm soh.danms, silaturahmi dan pemberd‘a ng
15 perlind\mgan sosial, yean dan aakse
yataan tidak terbantahkan, masjid memiliki dat: ¢
an akurat dan ter-update mengenai keluarga or:md P(;): i
atau terdampak. Masjid yang sehat 111,empuﬁ’y ai":;asya?-
Jengan data yang terdolu.nm.zntasi mengenai jumlah keluargal,) I:Z:jdlz
dan masyarakat yang mef\)a(h subjek zakat, Kondisi ini diametral dengan
jata yang bersumber dari kelurahan dan/atau RT dengan data out of date
(tidak akurat) diperoleh dari data sensus ekonomi atau statistik pendataan
rertentu. Sehingga seperti yang terjadi sekarang antara penerima bantuan
bantuan data dan orangnya berbeda. Ada yang berhak

dan yang diberi
idak dapat bantuan dan yang tidak berhak dapat bantuan, Kesalahan ini

discbabkan data yang out of date.
gecara berkala, masjid terbi
pentuk sedekah, infak, dan zakat kep
setahun tiga kali, hari raya kurban, h
an hari besar Islam tertentu untuk memberik
kin, fisabilillah, dan lain sebagainya.
Oleh sebab itu, penyelarasan data ke

penting untuk memberikan akses keadilan yang $
terutama pengurus masjid dan jamaahnya sebagai simpul sosial masyara-

kat sebagai aktor yang harus dilibatkan, bukan sekadar penonton praktik

kebijakan telah menimbulkan miskomlmikasi di tingkat Imn.zontnl danl il‘;l
tidak mungkin ditengahi oleh lurah, kades Jdan RT, semakin menambah

keraguan kepada pemerinmh.

merin-

1

Ken
Jkual d
kat rentan

asa melakukan pelayanan sosial dalam
ada masyarakat, sekurang-kurangnya
ari raya Idul Fitri, dan pada peringat-
an bantuan kepada fakir mis-

kinian dengan keakuratannya
ama kepada masyarakat,

pdoprogress com, 24 Januarl 2020

i;‘: Roy Murtadho, Memfungs
5853 Juni 2020

pusat jpadah spsial, |

ikan Masjid sebagal

-
jan pancegahan Kejehatan . 591
F

| ¢
Kebifakan Ksiminat poriindungo” sosta
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atan Peran Kon.t rol Sosial Pengurus dan Je
Pel:; dap perilaku Kejahatan Maah Magiig
/
’ Masjid sebagal .ﬁu.lgsi sosial, dengan Pertemuan rutin sebely
osudal shalat “‘C“)J“d‘ kontrol sosial atau deteksi (i perilaku m::rrl\ (:an
Sang masyarakat. 1('3“8\11'\.18 atau. Jemaah masjiq cenderung sensitif myﬂ::
dap porma-norma yang hidup di masyarakat day cenderung memeliha;a

etenteramar, harmoni di lingkungannya, Dibandingkan dengan ketua
g atau Warga masyarakat umumnya, pengury

§ dan/atau jemaah masji
stae - . ¢ asjid

enderung memelihara dan menjaga kebaikan gari perilaku menyimpan
dividu atau kelompok. &

gensitivitas pengurus dan jamaah dapat dikelola secara sistematis un-
wk mendeteksi keluarga-keluarga terdampak serta yang cenderung berpe-

dlaku menyimpang agar tidak terjadi timbulnya kejahatan dengan mela-
rukan edukasi kebaikan dan mencegah kejahatan,

Kontrol sosial oleh pengurus dan jamaah masjid terhadap perilaku
menyimpang secara sosiologis dapat diartikan sebagai kondisi sosial ma-
syarakat yang mengandalkan konsensus yang relatif tinggi dan hubungan
sosial yang harmonis.'” Kontrol sosial ini ditujukan untuk mengamankan
ketertiban dan stabilitas di tingkat rukun tetangga dari meningkatnya tren
individualisme dan keanckaragaman perilaku dan budaya yang menyim-
pang.

Pengurus, jemaah dan warga rukun tetangga dengan kesadaran ber-
sama dapat mencegah terjadinya kejahatan terhadap harta benda, seper-
ti pencurian, penjambretan dan kekerasan dalam rumah tangga, dengan
menyusun jadwal siskamling yang ditetapkan bersama pengurus ma-sjic!
dan RT, sekaligus mendeteksi, kemungkinan kejahatan yang dapat terjadi
di lingkungannya dan mencegah penjahat-penjahat dari luar yang masuk
atau melintas ke lingkungan warga masyarakat. '

Sistem kontrol sosial secara vertikal dan horizontal tmgg.a.l digerak-
kan dan difungsikan koordinasi dan hubungannya antara masjid d“s'; S':::
di tingkat RT dengan masjid kelurahan dan kecamatan seterusnya sesue
dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

——

") Dilinkesra na;;;d;- perlindungan Sosi
Penas, 2014), Mim. 12.

| di Indonesia Tantangan dan Arah ke Depan. (Jakarta: Ba-
al at
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Luatan satuan tugas bersama y
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1 KD repala kelurahan dan masjid hidlplelupori
o ke atas (vertical . I ke
o ’ lenggaraan k ).dnp.\t menjadi kekyatan
P dle 0SCl¢ e alg .
B e d " W thteraan masyarakat, | sosial yang mendu-
i perlindungan sosial yaitu memberq at. Hal ini relevan tujuan
rdayak .

% PENGUrus masjiq
rahan dan se(crusny;

kebijakz iatd

 toasi masyard cat denge wrdadl an da .

par(lSl asy gan menjadi aktor-aktor keri n meningkatkan
|uhan-m erja sosial dan penyu-

para aktor so.sial ini potensial tidak hany:

1agd retapi juga ide dan dana kepada “msyaf';;('memberi sumbangan te-

ygas bersama keberadaannya semakin mclm‘]d“; terdampak. Penetapan

am perlindungan sosial efektif dan tepat sasara:: Lkﬂn pelaksanaan prog-

jampak. Mereka mempunyai keiklasan, seman nqtegada,_masyﬁmkat ter-

(nggung jawab yang besar tercapainya kebel"hns&i’l(an da::;wjr:]wa es;o;isal serta
am melaksanakan

pelayanan.

penutup

| Kesimpulan pembahasan di atas, untuk mendukung penan

vid-19, pemerintah memerlukan kebijakan rasional dan integz:n;m o

nl\engutamaknn keselamatan dan kesejahteraan masyarakat mcgl-xnluiymjg

hndlilll)lgan sosial dan pencegahan peningkatan kejahatan. Pcngua;mn tri:rrl

i:’::m:ld:(:: ifl‘;\n akt.or sosialnya l)cjrpernn penting terjadinya peningkatan

e sosial penyimpangan dan implementasi program kebijakan secara
pat sasaran dan efektif.
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